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Hukum Surat Berharga
(Ade Hari Siswanto, SH., MH)

 

A.           PENDAHULUAN

Dalam KUHPerdata dan KUHD dan beberapa referensi mengenai surat berharga tidak ditemukan definisi yang jelas mengenai surat berharga, namun dalam beberapa referensi mengenai surat berharga para ahli hukum menjelaskan bahwasanya surat berharga adalah salah satu jenis dari surat perniagaan yang dikenal atau beredar di masyarakat, di samping jenis lainnya yang dikenal sebagai surat yang berharga. Perbedaan di antara kedua jenis surat perniagaan di atas, semata-mata memperhatikan sulit tidaknya pengalihan atau levering-nya. 

Menurut Pasal 1 angka 10 UU Perbankan menyatakan Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang
Menurut beberapa ahli hukum, definisi Surat Berharga adalah sebagai berikut :
· HMN. Purwosutjipto : Surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjual belikan.
· Wiryono Projodikoro : Surat berharga adalah surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, dapat diperdagangkan, dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai. 
· Emmy Pangaribuan Simanjuntak : menyatakan suatu surat disebut surat berharga apabila dalam surat tersebut tercantum nilai yang sama dengan nilai perikatan dasarnya. Tujuan dari surat berharga adalah untuk dapat diperdagangkan atau diperalihkan.
Fungsi dari surat berharga itu sendiri dapat dikelompokkan sebagai:

1. Alat pembayaran (contoh: cek, bilyet giro dan wesel bayar);

2. Surat bukti investasi, yang dibagi lagi ke dalam (i) investasi yang bersifat utang (contoh: promes dan obligasi), dan (ii) investasi yang bersifat ekuitas (contoh: surat saham).

B. JENIS-JENIS SURAT BERHARGA DITINJAU DARI PENYERAHANNYA DALAM KUHPERDATA
Berdasarkan Pasal 511 angka 3 KUHPerdata menggolongkan perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih (piutang) atau mengenai barang bergerak sebagai hak (benda tak berwujud) yang tergolong sebagai benda bergerak. Apabila hak tagih atau piutang tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis (surat) dimana surat-surat yang dilekatkan hak tagih atas piutang dan dapat diperjualbelikan maka menjadikan surat tersebut menjadi surat berharga. 

Untuk lebih jelasnya melihat jenis-jenis piutang sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dituangkan dalam bentuk surat berharga, dapat dilihat dalam pasal 613 tentang peralihan/penyerahan atas benda bergerak tidak berwujud.
Pasal 613 KUH Perdata menyebutkan:
· Ayat (1) “Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain”.
· Ayat (2) “Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya”. 
· Ayat (3) “Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu”.
Berdasarkan availability-nya (syarat pencairannya), suatu piutang dibedakan secara atas bawa, atas unjuk, dan/atau atas nama; yang mana berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata, diatur bahwa:

1. Piutang atas nama (Oop naam), yang artinya nama pemegang piutang/hak tagih tercantum dalam surat berharga tersebut. 
2. Piutang atas bawa/atas unjuk (An Toonder), yang artinya nama pemegang piutang/hak tidak tercantum dalam surat berharga tersebut tetapi undang-undang mewajibkan siapa yang membawa surat berharga tersebut untuk menuntut penyerahan uang.
3. Piutang atas Pengganti/atas Tunjuk (An Order), yang artinya nama pemegang piutang/hak tagih tercantum dalam surat berharga tersebut ditambah kolom kata-kata “atau pengganti…………..”
Sebagaimana pasal 613 KUHPerdata menyebutkan cara penyerahan untuk 3 jenis surat berharga yaitu;

1. Cessie. Cessie merupakan cara penyerahan/peralihan piutang/surat berharga atas nama. Pasal 613 ayat (1) dan (2) KUHPerdata menyebutkan 
· 613 Ayat (1) “Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain”.
· 613 Ayat (2) “Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya”. 
Untuk benda-benda tak berwujud yang tergolong sebagai benda bergerak yang merupakan piutang atas nama dan benda-benda lain yang tak bertubuh penyerahannya dilakukan dengan pembuatan suatu akta baik berupa akta otentik ataupun berupa akta di bawah tangan kemudian memberitahukan penyerahan tersebut kepada debitur (pihak yang berutang) yang bersangkutan, Lembaga tersebut sering disebut sebagai cessie.
Terdapat 2 syarat sah nya penyerahan secara cessie, yaitu ;

A. Pembuatan suatu akta baik berupa akta otentik ataupun berupa akta di bawah tangan yang berisi pelimpahan hak atas surat berharga atas nama itu (kreditur) kepada pihak ketiga (sebagai kreditur baru)

B. Pemberitahuan, atau persetujuan atau pengakuan oleh dibitur. Penyerahan secara cessie tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Cessie baru mempunyai pengaruh daya kerja terhadap Debitur, jika Kreditur telah memberitahu secara lisan atau secara tertulis dan debitur sendiri telah menyetujui atau mengakuinya.
Para Pihak dalam Cessie:

A. Cedent sebagai kreditur lama yang memiliki tagihan piutang atas nama.

B. Cessionaris sebagai kreditur baru yang menerima pengalihan piutang atas nama.

C. Cessus sebagai debitur dalam hal ini hanya sebagai pihak yang menerima pemberitahuan atau memberikan persetujuan atas perjanjian cessie yang dibuat antara cedent dengan Cessionaris.
2. Endosemen (pasal 613 ayat (3) KUHPerdata Jo 110-116 KUHD)  berasal dari bahasa perancis yaitu endos yang artinya belakang. Endossemen merupakan penyerahan/pengalihan Tagihan-tagihan atas Pengganti/ atas Tunjuk (Aan Order) yang menyebutkan namanya krediturnya atau orang lain yang ditunjuk oleh kreditur tersebut yang tanpa bantuan atau kerjasama dari debitur dapat dialihkan kepada orang lain yang disebut oleh kreditur dengan cara Endossemen.
Endosemen adalah suatu cara penyerahan menurut hukum kepada orang lain yang berkaitan beralihnya hak milik atas surat berharga tersebut. Setelah surat berharga tersebut diendosemen, surat berharga tersebut diserahkan secara fisik (dari tangan ke tangan) kepada pemegang baru. Dengan perbuatan tersebut, pemegang baru dapat memiliki semua hak yang timbul dari surat berharga tersebut.

Pasal 111 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD): “Endosemen itu harus tidak bersyarat. Setiap syarat yang dimuat padanya dianggap tidak ditulis.  Endosemen untuk sebagian adalah batal. Endosemen atas-tunjuk berlaku sebagai endosemen dalam blangko.”

Pasal 112 KUHD: “Endosemen itu harus diadakan di atas surat wesel itu atau pada lembaran yang dilekatkan padanya (lembaran sambungan). Hal itu harus ditandatangani oleh endosan. Endosemen itu dapat membiarkan pihak yang diendosemenkan tidak disebut, atau endosemen itu terdiri dari tanda tangan belaka dari endosan (endosemen blangko). Dalam hal yang terakhir, agar dapat berlaku sah, endosemen itu harus dibuat di halaman belakang surat wesel itu atau pada lembaran sambungannya.”

Pasal 113 KUHD: “Dengan endosemen itu semua hak-hak yang bersumber pada surat wesel itu dipindahkan ke tangan pihak lain.”

3. Penyerahan secara nyata. Tagihan atas Bawa/atas Unjuk (Aan Toonder) dengan Ciri-ciri  yaitu tagihan –tagihan yang sama sekali tidak menunjuk nama kreditur dan hak tagihan tersebut dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang mengunjukkan surat tagihan tersebut.
C.  DASAR DAN FUNGSI PENEBITAN SURAT BERHARGA

Dalam Bab 6 dan 7 KUHD, fungsi surat berharga secara umum dibedakan dalam:

1. Surat sanggup membayar atau janji untuk membayar. Dalam surat ini penandatangan berjanji atau menyanggupi membayar sejumlah uang kepada pemegang atau orang yang menggantikannya. Termasuk bentuk ini adalah surat sanggup;

2. Surat perintah membayar. Dalam surat ini penerbit memerintahkan kepada tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya. Termasuk dalam bentuk surat ini adalah surat wesel dan cek;

3. Surat pembebasan hutang. Dalam surat ini penerbit memberi perintah kepada pihak ketiga untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang yang menunjukkan dan menyerahkan surat ini.  Termasuk dalam bentuk ini adalah kwitansi atas unjuk.

Khusus untuk surat berharga yang berfungsi sebagai surat sanggup membayar atau janji untuk membayar, kemudian dikelompokkan berdasarkan jangka waktu hutangnya, yaitu:

1. Surat hutang jangka pendek (< 1 tahun). Contoh: certificate of deposit, SBI, promissory notes, dan commercial paper;

2. Surat hutang jangka menengah (1-5 tahun). Contoh: medium term notes dan floating rate notes;

3. Surat hutang jangka panjang (> 5 tahun). Contoh: obligasi atau bonds, mortgage backed securities (MBS), dan asset backed securities (ABS).

Penerbitan surat berharga didasarkan pada fungsi dari surat berharga itu sendiri, apakah untuk alat pembayaran atau untuk keperluan investasi, yang mana secara umum diterbitkan oleh:

1. Pihak yang berhutang, seperti dalam cek dan promes;

2. Pihak yang berpiutang, seperti dalam wesel dagang (merchant’s draft /bill of exchange);

3. Pihak lainnya yang ditujuk, seperti dalam wesel (bank draft).
D. Pihak-pihak yang terkait dengan surat berharga adalah:

1. Penarik (drawee), merupakan pihak pemilik dana pada rekening yang memerintahkan tertarik, yaitu bank, untuk membayar kepada pemegang;

2. Penerbit (issuer, penandatangan, debtor), merupakan pihak yang menerbitkan surat berharga;

3. Pemegang (kreditur, holder, investor, beneficiary), adalah pemegang surat berharga yang memiliki hak tagih;

4. Tertarik (payee), merupakan pihak lain yang disebutkan dalam surat berharga sebagai pihak yang akan melakukan pembayaran;

5. Endosant (indorser), adalah pemegang surat berharga sebelumnya, yang memindahkan haknya atas surat berharga tersebut kepada pihak yang menerima pengalihan;

6. Akseptan (acceptor), adalah pihak yang melakukan akseptasi menerima, yaitu mengakui setiap tagihan yang ternyata dalam warkat surat berharga yang diaksep serta berjanji melakukan pembayaran pada waktu yang ditentukan. Biasanya akseptan dalam wesel bank adalah bank selaku pihak tertarik, sedangkan dalam wesel dagang (merchants draft) akseptan biasanya adalah importir atau pembeli;

7. Avalist (guarantor) adalah penjamin dari penerbit.
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